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XABUPATET KOTAWARITGIil BARAT,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 45 Tahun 2O2O tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dal Politik Kabupaten Kotawaringin Barat,
sebagai pedoman dalam menjalankan Ttgas Pokok dan Fungsi
di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud
dal,am huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bada,n
Kesatuan Bangsa dan Politik Katlupaten Kotawaringin Barat
tentang Tlrgas Pokok dan Fungsi di lingkunagn Badarr
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahua 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkal II di Ihlimantan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) s6fagai
Undang-Undang (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Talnbahell kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 182O);

2. Undalg-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambairal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukaa
Peraturan Perundang-undangan (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan kmbaral Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta4g Pemerintalr
Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 14
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pembahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang Disiplin
Pegawai Negri Sipil (trmbaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Irmbaian Negara Nomor 5135);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, T'ambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor l7 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7
tentang Malajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O 19 Nomor 6O, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O 16 Nomor 1 14, Taqbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2O11
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O 16 Nomor I 14, l'ambahart trmbaran Negara Repub[k
Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Taiun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Delrm Negeri Nomor
12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republili Indonesia Tahiin 2Ol8 Nomor 157);
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1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin tsarat Nomor l0
Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1O

Tahun 2019, Tambahan Lembar Daera-h Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 98);

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Ba-rat Nomor 45 Tahun 2O2O

tentang tentang Kedudukan, Susunal Orgarfsasi, Tugas
Pokok dal Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

EMUTUSKA. :

KEPUTUSAN KEPAI.A BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KAITUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN BADAN
KESATUAN BAIVGSA DA}I POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
l{nforrrarincin Flarat harlra FlFrnad^in'ln'tarla pFratrrro'r

Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang
tentang Kedudukan, Susunan Orgalisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Serta Tata Ke{'a Badan Kesatuan Bangsa dal Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bahwa para pejabat yang telah dituajuk dan menduduki
jabatan harus menjalankan dan berpedoman pada rincian
tugas pokok dan fungsi jabatan sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan
unsur penunjang pemerintah kabupaten, yang dipimpin
oleh Kepala tsadan dan mempunyai tugas pokok
membina, mengkoordinasikal, merencanakan,
menetapkar program ke{a, tata kerja dan
mengembangkal semua kegiatan serta berta-nggung
jawab atas terlalsananya tugas pokok Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.
Untuk meLaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
Kepala Badan menyelenggaran fungsi :

a. Perumusal kebijakan teknis di bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

b. Koordinasi penyusunan dan pelal<sanaan program
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

c. Pengawasan dan Pembinaa,n pelaksa,naan program
Bidang Kesatuan Balgsa dal Politik Dalam Negeri;



d. Pembinaan darr pengawasan penyelenggaraan urusan
administrasi perkantoral, kepegawaian, rumah tangga
kantor, perlengkapan dan keuangan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

e. Evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kotawaringin BaraE

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat merupa-kan ursur pelaksana Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh
Sekretaris dan mempunyai tugas pokok memberikan
FrcLayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.
Untuk mela-ksanakal t rgas sebagaimana dimaksud,
Sekretaris menyelenggarakal fungsi :

a. Koordinasi dan penyusunal program dal anggarar di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan
di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dal Politik;

c. Peiaksalaal pengelotraan keuangan di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. Pengelolaan perlengkapal, urusan tata usaha, rumah
tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

e. Pengelolaal urusan aparatur sipil negara di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

f. Pel,aksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

I . Sub Bagian Program dan AnFgaran;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dal Kepegawaian.

(1) Sub Bagian Program dan Anggaran merupakan
unsur pel,aksana Sekretariat, yang dipimpin oleh
Kepala Sub Bagren mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan
program dan anggaran, pengelolaan data dan
inforrnasi, pel,aksanaan monitoring dan evaluasi,
serta penyusunan laporan kine{a.
Sub Bagian Program dan Anggaran
menyelenggarakan fungsi :

a. Menyiapkan bahan dan data penyusunan
program dan anggaral;



b. Menghimpun data dan inlbrmasi dad semua
bidang sebagai bahan dalam penyusunan
program dan anggaran;

c. Mel,aksanakan penyusunan proglam dan
anggaran;

d. MeLaksanakan evaluasi dan membanru
menyusun Laporan kinerja Badal Kesatuan
Bangsa dan Politik; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh atasan secara berkala dalam rangka
kelalcaran pelaksanaan tugas.

(2) Sub Bagran 66srt *r1 merupakan unsur pelaksana
Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
mempunyai tugas pokok pengelollren keuangarl
penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan
pembukuan.
Sub Bsgtan Keuangan, menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan urusan anggaran
kcuangan;

b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian
keuangan;

c. Melalsanakan verifikasi, menghimpun,
mengklarifikasi, mengolah data dan bahan
analisa pelaksanaan zrnggaran, pembukuan,
perbendaharaan keuangan;

d. Melaksanakan urusan ganti rugi dan tindak
lanjut LHP;

e. Melaksanakan akuntansi dan penyusunan
Laporan keuangan; dan

f. Melalsaaakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan secara berkala dalam rangka kelalcaran
pelaksanaan tugas.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan
unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok
melalsanakal urusan persuratan, tata usaha
pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat,
protokol, perlengkapan darr rumah tangga, aset serta
pengelolaan kepegawaial.



Sub Baeian Umum dan Kepegawaian,
menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan urusan tata usaha, pembinaan
ketatausahaan dan administrasi surat menyurat
di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dal
Politik;

b. M elaksanakan urusan kepegawaian;
c. Melaksanakan urusan kehumasan dan

keprotokolan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan

perundang-undangan;
e. Menyusun dan menyiapkan penyusunan

kelembagaan organisasi sitem dan prosedur di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. Melal<ukan perencana€rn kebutuhan, pengelolaan
dan pengendalian sarana dan prasarana
perlengkapan; dan

g. Melaksanakan tugas train yang diberikan oleh
atasan secara berkala dalam rangka kel,ancaran
pel,aksanaan tugas.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karalrter
Bangsa merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepa.la Bidang dan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, kamkter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan.
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa dalem melaksanakan tugas, menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan prog,ram ke{a di bidang ideologi,

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

c. Pelalsanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;



d. Peia-ksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dal pelaporan di
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
kara,kter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebalgsaan di wil,ayah
kabupaten; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Bina ldeologi, Wawasan Kebangsaal dan Karakter
Bangsa, terdiri dari :

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
2. Sub Bidalg Bela Nega-ra dal Karakter Bangsa.

(1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
merupakan unsur pelaksana Bidalg ldeologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan penyusun€rn program
kerja, perumusan kebijakan, pelaks,anaan kebiiakan di
bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi,
serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
ideologi dan wawasan kebangsaal.
Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan,
menyelenggarakan fu ngsi :

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan
karakter bangsa;

b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan,
dan karakter bangsa;

c. Petraksanaan dan pengoordinasian pemantapan
dan penguatan ketalunan ideologi negara,
wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;

d. Pendidikan kewarnegaraal berdasarkaa Pancasila
dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

e. Pendidikan ideologi dal wawasan kebangsaan;
f. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
g. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran

kebangsaan;
h. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan

jiwa nasionalisme;
i. Pelsksanaan pembinaan dal pemeliharaan

integrasi bangsa;



j. Peningkatan ketahanan dan
keutuhan Negara Kesatuan; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang
KePela 3i62rr* secara berkala
kelancaran peleksanaan tugas
Ideologi, wau/asan Kebalgsaan
Bangsa.

pemeliharaan

diberikan oleh
dalam 1.61g|12

Bidang Bina
dal Karakter

(2) Sub Bidang Bela Negara dan Kara-kter Balgsa
merupakan unsur pelaksana bidalg Bina Ideologi,
Wawasan Kebangsaan dan Kara.Irter uangsa yang
dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas
pokok melaksanakal penyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka
tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa,
menyelenggaralan fungsi :

a. Pengumputran bahan keterangal dan informasi di
bidang bela negara dan karaher bangsa;

b. Pemetaan kondisi di bidang bela negara dan
karakter balgsa;

c. Pelaksanaal dan pengokordinasian pemantapan
dan penguatan di bidang be}a negara dan karakter
bangsa;

d. Pel,aksalaan pemantapan dan peningkatan
kesadaran bela negara dan cinta tanah air;

e. Pembentukan dan pengembangan karakter
bangsa;

f. Pelaksanaan penang,rnan 6ampak perkembalgan
di bidang bela negara dan karakter bangsa pada
perubahan lingkungan global darr regional
terhadap kehidupal nasional;

g. Penanaman dan pengamal2l fil2i-nilei Pancasila;
h. Revita-lisasi dan ahualisasi nilai-nifai Pancasila;
i. Penanamal kecintaan terhadap bendera, bahasa,

dan lambang negara, serta l,agu kebangsaal
Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas,
dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol
kedaul,atan dan kehormatan negara;

j. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai
perjuangan kebangsaan; dan

k. Melaksanak€rn tugas l,ain yang diberikan oleh
atasar secara berkala dqlam rangka kelancaran
peliaksanaan tugas.



4. Bidang Politjk Dalam Negeri merupekan unsur pelaksana
Badan Kesatuan Bangsa darl Politik yang dipimpin oleh
Kepala Bidang dal mempunyai tugas melaksanalan
sebagian tugas Badan Kesatuan Balgsa dan Politik di
bidang pendidikan politik, etika budaya pohtik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, pe rwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik.
Bidang Politik Dalam Negeri dalem melaksanakan tugas,
menyelenggara-kan fungsi:
a. Penyusunan progr€rm kerja di bidang pendidikan

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
flasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakil,an dan
partai politik, p€milihan umum/ pemilihan umum
kepa la d66161, serta pemantauan situasi politlk di
wilayah kabupaten;

b. Penyusunan bahan pemmusan kebijakan di bidang
pendidikan pottik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, flasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakil,an dan partai politik, pemilihen umum/
pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan
situasi politik di wilayah kabupaten;

c. Pelrks,anaan kebijakan di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkata-n demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakil,al dan partai
polit-ik, pemilihan umum/ pemilihan Lrmum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah
kabupaten;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilal dan partai
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepal,a
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah
kabupaten;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah
serta pemantauan situasi politik di wilayah
kabupatery dan

f. Pelaksanaan fungsi train yang diberikan oleh pimpinan,



Bidang Politik lalarn frf6g6fi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan
Demokrasi;

2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik.

(1) Sub Bidang Pendidikar Politik dan Peningkatan
Demokrasi merupakan unsur pelaksana Bidang Politik
Dalem Negeri yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidalg
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan program kerja, perumusan
kebijakan, petralsanaan kebiiakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan pottik, etika budaya politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik dan peningkatan demokrasi.
Sub Ridang Pendidikan Politik dan Peningkat-an
Demokrasi menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumputran bahan keterangan dan informasi di
bidang pendidikar politik dan peningkatan
demokrasi;

b. Peme'.aan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang
mempengaruhi di bidang pendidikan politjk dan
peningkatan demokrasi;

c. Peningkata-n pemahaman mengenai demokrasi
yang berdasarkan Palcasila;

d. Peningkatan pardsipasi masyarakat di bidang
politik;

e. Peningkatan pema-traman mengenai pendidikan
politik dan peningkatan demokrasi;

f. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan
infra struktur politik dalam negeri;

g. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik;
h. Pemantauan perkembangan politik; dan
i. Melaksanalan tugas lain yang diberikan oleh

atasan secara berkala dalam rangka kel,ancaran
pelaksanaan tugas.

(2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik merupakan unsur
pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri yang dipimpin
oleh Kepa.la Sub Bidang mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program
kerja, perumusan kebijakal, pelaksanaan kebijakan,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
tridang fasilitasi Kelembagaan Pemerintehan,
Perwakilan dan Partai Politik.



Sub Bidang Fasiftasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, menyelenggarakan fungsi

a. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di
bidang politik;

b. Pelaksanaan darl fasilitasi pendidikan politik;
c. Penyusunan data dan informasi partai potitik;
d. Fasilitasi peningkatan kapasitas Kelembagaan

Pemerintahan, Perwa-kilan dan Partai Politik;
e. Pelaksanaan verifikasi bantuan keualgan partai

politjk;
f. Fasilitasi pelalsanaan verilikasi keberadaal partai

politik sebagai badan hukum;
g. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum

Presiden dan Wakil Presiden;
h. Pemantauan, pel,aksanaan pemilihan umum

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah,
Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala
Daerah; dan

i. Melaksanakan tugas lain yalg diberikan oleh
atasansecara berkala dalarn i21gfua kelancaran
pelaksanaan tugas.

5. Bidang Ketahanaa Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyaralatan merupakan unsur pelaksana
Badan Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Poiitik yang
dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok
bertugas metraksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaal narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing.
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan delam melaksalakan tugas,
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program ke{a di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fa silitasi keruku nan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di wilayah kabupaten;



b. Penyusunan bahal perumusan kebijakaa di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran onnas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten;

c. Pelaksanaan kebija-kan di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta penda,ftaran omas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ortnas dan ormas asing di wilayah
kabupaten;

d. PeLal<sanaal koordinasi di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa orrnas, pengawasan ormas dal
ormas asing di wilayah kabupa.ten;

e. Pelaksanaal monitoring, evaluasi, dan petraporan di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan

f. Penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dal mediasi sengketa orrnas, pengawasan ormas dan
ormas asing di wilayah kabupaten; dan

g. Pelaksanaan fungsi tain yang diberikan oleh
pimpinan.

Bidang Ketahalan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatal terdiri dari :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Agama;

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan



(1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Lludaya dan
Agama merupakan unsur pelaksana Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan yang dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok bertugas
melaksanakan penyiapan bahan perr;rusunan
progrzim kerja, perumusan kebijakan, pel,aksanaan
kebijalal, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan.
Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Agama menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpul,an bahan keterangal dan informasi di
bidang ketahanan ekonomi, 56sial, dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyal,ahgunaan narkotika
serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan;

b. Pemetaan ketahanal lingkungan hidup dan
sumber daya .lam, ketahanan ekonomi,
ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan
kemasya-ra-katan, serta kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan
Iingkungan hidup dan sumber daya al,an;

d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah
lingkungan hidup dan sumber daya alam;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan
ekonorni ma-kro yalg berdampak pada stabilitas
pemerintahan dalem negeri;

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan
ekonomi mikro yang [s1da mpak pada stabi]itas
pe me rintahan dalam p6g61-i;

g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit
masyara-kat yang berdampa.k pada ketahanan
nasional;

h. Pelaksanaandan fasilitasi komunikasi sosial
kemasyarakatan;

i. Pel,aksalaan monitoring dan evaluasi perubahan
social yang berdampak pada stabilitas
pemerin tahan 6lalam p6g61-i;

j. Fasilitasi dan koordinasi trxnanganan kerawanan
sosial;

k. Pel,aksalaan ketahanan nil,ai seni dan budaya
yang memperkuat persatuan dan kesatuan
bangsa;



l. l'asilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa
daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian
bangsa dan keragaman budaya baagsa;

m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarial dan
pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta
tanah air dan nasionalisme;

n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah
pemerintahan dalem 1gg6ri mela-lui pendekatan
sosial dan budaya;

o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat
umat hragama dan penghayat kepercayaan; dan

p. Melalsanakaq tugas lain yang diberikan oleh
atasar secara berkala dalam 141gft6 kelancaran
pelaksanaan tugas.

(2) Sub Bidang Organisasi Kemasyaral<atan merupalan
unsur pel,aksana Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyaralatan yang
dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
progrzrm kerja, perumusan kebijakar, petraksanaan
kebijakan, koordinasi, morftoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pendaftaran onnas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
onnas, pengawasan onnas dan ormas asing.
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
menyelengga ralan fungsi :

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di
bidang organisasi kemasyarakatan;

b. Melakukal pemetaan organisasi sosial
kemasyarakatan;

c. Metraksanakan sosia.lisasi dan dialog organisasi
kemasyaralatan;

d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan,
pembinaan, dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan
asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan
system informasi organisasi kemasyarakatan;
dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan secara berkala dqlarn rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.



6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan KonIIik
unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas
melaksanakan sebagial tugas Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik di bidarg kewaspadaal dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keia asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negErra,

fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konllik di wilayah kabupaten.
Bidang Kewaspadaan Nasiona-l dan Penanganan KonIlik
dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program ke{a di bidang kewaspadaan

dini, kerjasarna intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan kon{lik di wilayah
kabupaten;

b. Penyusunan bahan perumusan kebljakan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan
oralg asing, tenaga kerja asing dan 166!aga asing,
kewaspadaa-n perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penang€uurn
konIIk di wilayah kabupaten;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaaa dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
keqia asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaaa bidang
kewaspadaan, serta penanganan kon-Ilik di wilayah
kabupaten;

d. Pel,aksalaan koordinasi di bidang kewaspa.daan dini,
kedasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan lembaga asing, kewaspa.daan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konllik di wilayah
kabupaten;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporal di
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidalg kewaspadaan, serta
penanganan konltk di wilayai kabupaten; dan

f. Pelaksanaan fungsi train yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan KonIlik,
terdiri dari :

l. Sub Bidang Keq/aspadaan Dini dan Kerjasama
Intelijen; dan



2. Sub Bidang Penanganan Konllik.

(l) Sub Bidang Kewaspadaan Dini darl Kerjasama Intelijen
merupal<an unsur pelaksana Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konllik yang dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan baian penyusunan program
keq'a, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakal,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pel,aporan di
bidang kewaspadaan dini, ke4'asama intelijen,
pemantauan oralg asing tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspa.daan perbatasan antar negara,
serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspa.daan.
Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
menyelenggarakan fungsi :

a. Pelal<sanaan deteksi dini mengenai kewaspadaan
dini dan ke{asama intelijen;

b. Pengolahan data dan informasi mengenai
kewaspadaan dini dal kerjasama intelijen;

c. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan
informasi mengenai kewaspadaan dini dan
ke{asama intelijen;

d.Pelrksanaan analisis dan penginterpretasian
informasi mengenai kewaspadaan dini dan
ke{asama intelijen;

e. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi mengenai
kewaspadaa,n dini dan keiasama intelijen serta
perkiraan keadaal;

f. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan
penelitian asing;

g. pela,ksalaan kerja sama pengawasan da-n
pengam€rnan orang asing dan tenaga ke{a asing;

h. Pel,aksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi
pencegahan konJlik, penghentian konJlik dan
pemulihan pasca konllik sesuai ketentuan
perundang-undangan; dan

i. MelAksanalan tugas lain yang diberikan oleh
atasan secara berkala dalarn ranqka kelancaran
peleksanaar tugas.



KETIGA

(2) Sub Bidang Penanganan Konllik merupakan unsur
petraksala Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik yang dipimpin oleh Kepa.la Sub
Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan balml penyusunan program ke{a,
perumusan kebijakan, pel,aksanaan kebijakan,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang penanganan konllik.
Sub Bidang Penangalan Konllik menyelenggarakan
fungsi :

a. Pengumpul,an bahal keterangan dan in{ormasi di
bidang penanganan konllik;

b. Pemetaal kondisi stabilitas keamalan dalam
negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi
perbatasan antar negara, serta keberadaan dan
akuvitas orang asing serta pemetaan konllik;

c. Pelaksanaan kerja s6ps dalam meningkatkan
stabilitas keamanal dalam negeri;

d. Pel,aksanaan kerja sama dglrrn pengembangan
sumber daya manusia bidaag intelijen;

e. Peningkatan kewaspa.daan terhadap perkembangan
telmologi dan informasi;

f. PeLaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat;

g. Pelaksanaal koordinasi kewaspadaan perbatasan
antar Negara; dan

h. Melaksana-kan tugas lain yalg diberikan oleh
atasan secara berkala dalam 141gLa kelancaran
pelaksanaan tugas.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal I Ma-ret 2O2l dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akam rtiadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 1 Maret 2021

PIt. KEPAIA BADAIY KESATUAIT BAIT DAIT POLITIK

M.Si

L
KOTAWARIITGIIY

7-a- I

k
(ES tlt(

Drc. H.
Utama Muda
19 199303 1004


